[image: image1.png]



[image: image2.jpg]REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DEATH PENALTY
IN NARCOTICS CRIME CASES

ILHAM
NPM. 245114138

ABSTRACT

Narcotics are classified as intoxicating substances (muskir) and cause great harm
(danger) to people's minds, souls and morals, so that they are haram for production,

distribution or consumption. Its haraam is equated with khamr (liquor) based on
the arguments of the Qur'an and Hadith, such as Surah Al-Maidah verse 90 and the
‘hadith narrated by Muslims which states that anything intoxicating is haram. The
problem in this thesis is how 1o regulate the punishment for perpetrators of
narcotics crimes, how urgent is the imposition of the death penalty on perpetrators
of narcotics crimes, how is the application of the death penalty in the perspective
of Islamic Law on perpetrators of narcotics crimes. The research conducted is

normative research, namely research that uses laws and regulations as a basis for
solving the problems presented. The data used are secondary data and the data
collection method used in this research is library research. The regulation of the
death penalty for perpetrators of narcotics crimes is regulated in Articles 113, 114,

118,119, 121, 144 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of
the death penalty 1o perpetrators of narcotics crimes to narcotics dealers is very
appropriate because one of the major problems currently facing the Indonesian
‘nation is the circulation of narcotics which is very worrying and Indonsia can be
categorized as an emergency regarding the circulation of narcotics, the imposition
of the death penalty contained in Law Number 35 of 2009 is intended to provide a
deterrent effect. The application of the death penalty in the perspeciive of Isiamic
Law to perpetrators of narcotics crimes, especially producers, dealers, and dealers,

can be justified as a form of ta'zir (discretionary punishment) which aims to protect
the welfare of the people (mashlahah mursalah), especially in preserving the human
mind and soul. Scholars agree that narcotics are forbidden because they are
included in the category of muskir (intoxicants) or substances that climinate reason
and cause extraordinary harm (damage), damaging individuals and the social
order. This prohibition is based on the general principle in the Qur'an and Hadith
which prohibits everything that is bad and destructive. The majority of fugaha
(upiseg Jtiexe that drug crimes, especially those committed by dealers and

g\punishable by severe penalties, including the death penalry,
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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

Ilham

(245114138)

Narkotika digolongkan sebagai benda yang memabukkan (muskir) dan menimbulkan kemudaratan (bahaya) yang besar terhadap akal, jiwa, dan akhlak masyarakat, sehingga hukumnya haram untuk diproduksi, diedarkan, maupun dikonsumsi. Keharamannya disamakan dengan khamr (minuman keras) berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, seperti Surah Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa segala yang memabukkan adalah haram. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika.. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam  Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika kepada para pelaku pengedar narkotika sudah sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa Indonesia adalah peredaran narkotika yang amat sangat menghawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya produsen, bandar, dan pengedar, dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir (hukuman diskresioner) yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat (mashlahah mursalah), terutama dalam menjaga akal dan jiwa manusia. Ulama sepakat bahwa narkotika hukumnya haram karena termasuk dalam kategori muskir (memabukkan) atau zat yang menghilangkan akal dan menimbulkan kemudaratan (kerusakan) yang luar biasa, merusak individu dan tatanan masyarakat. Pengharaman ini didasarkan pada prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang segala sesuatu yang buruk dan merusak. Mayoritas fuqaha (ahli fikih) memandang bahwa kejahatan narkotika, terutama yang dilakukan oleh bandar dan pengedar, dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati, melalui mekanisme ta'zir.
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